








A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 
diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian 
sebagai berikut. Pemilik hak atas tanah berkewajiban untuk melakukan 
melestarikan terhadap Bangunan Hotel Tugu yang telah ditetapkan dalam 
Surat Keputusan Menteri Nomor 013/M/2014 sebagai Bangunan Cagar 
Budaya Peringkat Nasional. Pada kenyataannya pemilik hak atas tanah 
Bangunan Hotel Tugu sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional belum 
melaksanakan kewajibannya untuk melestarikan bangunan Hotel Tugu 
sebagai Bagunan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan pemilik hak atas 
tanah melekat pada bangunan diatasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang 
mengatur mengenai kepemilikan yang mempunyai hak terkuat dan terpenuh 
terhadap Cagar Budaya dengan berkewajiban untuk melestarikannya hal ini 
menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah tidak boleh melakukan 
penelantaran terhadap tanahnya  
Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang untuk memberikan 
peringatan terkait tanah terlantar beserta bangunan, tanaman dan tumbuhan 
yang ada diatasnya dengan status hak milik. Dinas Kebudayaan dan Balai 






lakukan pelestarian terhadap Bangunan Hotel Tugu. Namun pemilik belum 
mengindahkan bangunan tersebut sampai sekarang. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, 
maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut; 
1. Badan Pertanahan Nasional seyogyanya memberi peringatan terhadap 
tanah terlantar yang tidak terbatas pada kepemilikan Hak Guna Bangunan 
saja, melainkan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan 
Hak Sewa. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dapat berkoordinasi 
bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di 
Yogyakarta untuk memberikan peringatan terhadap tanah yang 
ditelantarkan oleh pemiliknya. 
2. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY seyogyanya berkoordinasi dengan Balai 
Pelestarian Cagar Budaya untuk mengingatkan pemilik Bangunan Hotel 
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